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exulasi yvang tertunda selama 18
Rmhun ini didorong untulk meng-

khiri kanflik agraria, krimina-
lisasi, sertn memberikan pengaluan dan
perindungan hukum yang pasti bag
masyarakat adat. Jika rekognisi nwah-
annya, apakah olomatis melekat dida-
lamnya tujuan redistribusi?

Lebih dari satu dekade k. 1’u[u-—.n1
mah  Konstitusi omor - 35
12 (MK 35 disambul F
jar baru bagi perjuangan masy;
.z(ldl di Indonesia. Ketukan palu
komstitusi vang menvatakan bahwa "hu-
tan adat bikan Lagi hutan negara” men-
Janjikan runtubmya monopoli teritorial
negara yang telah bedangsung bera-
bad-abad, Peristiwa hukum ini diha-
rapkan menjadi momentum cowader-ier-
ritorialization--sebuah  pengembalian
kedbsulatan ruang hidop yang selama ini
dirampas oleh  svalrwat  pembongun-
anisme dan paradigms kehutanan il-
miahy (scicriific forestimd warisan ko-
Ternial yany memandang hutan sebagai
ol kosong tok berpenglhun,

Namun, kini, oplimisme itu herben-
turan deue:m konyataon voang getir. Di
Tapangan, janji demonopoli dan devalusi
itu mengalami  penvimpangon imple-
mentusi sistematis. Hekognisi vang di-
janjikan negara sering keli menjelma
“jeliakin konservasi™ (eomsenaion frag).
Dafun kosus kebijokan pengakuon hu-
lam adal justru bergeser dari mengem-
balikan kedaulatan njadi melanisme
konserasi nonkoersil. Negara memin-
dalikan bebl berat pengelolaan hutan
kepuds masyarakal tanpa disertai pe-
limypahan wewenang politik substantif,

llusi pengakuan

Potret nyata dari deviasi ini teriha
gamblang di masyarakat adat Kascpul-
an Karang di Lebak, Banten, Darni total
wtl'unh adat vang diusulkan untuk di-
aku penuh, negira v mengahulkan
486 heldar atau sekitar 62,7 persen dard
permohanan, Tronismys, lahan vang di-
akui schagai butan adat lebibh dari sc
paarthnys berda dalam k n Taman
Masional  Guoung Halimun Salak
[TMNGHS). Sementara it wilayah seluas
289 helktar vang merapakan reang hiduagp
kelola harizn warga justru dieksklusi
dari shema pengakuan hutar adat.

Tenolakan ini didasari oleh definisi

formal negara vang kaku mengenai "hu-
tan™ yang sengaja membutakan
diri dari realitas  masya-
ang dimensi
air dan lu-
alitasnya  bersifat  tak
terpisahkan.

Berdasarkan Pasal 37
UL Kethulanan, peemaan-
faatan hutan adat ha-
nva diperbolehkan se-
jouh tidak mengganggn
dan tidak  mengubah
fungsi pokok kewasan
konserasi, Akibatnyas,
komunitas adat Kase-
puhan Karog memi-
kul tomggung jawab
maral dan Asik untuk
menjaga rimba negara,
tetapi hak hidep mendasar
mereka atas tanah garapan dan
permukiman tetap herula di bawah
bavang-bayang ancaman eksklusi dan
kriminalisasi.

Meskipun pengakuan hutan adat ber-
basil meredaksn konflik tenurial, me
ningkatkan juninan keamanan lahan,
mendiversifikasi pendapatan lokal, dan
membangkitkan  kembali' ritual adat.
pengakaan ini tetap hegalan setemgiah
lati (devolusi parsial). Sebab, akses dis
berikan bersyarst, sedanghan  selurih
wewenang  pengunbilan Keputusan
strategis masih dimonopoli negara, Ma-
ka, secara de jire sudah ada pengakuan
htan adat, Lebapi secara de foero sistem
pengelolaamn ekosistem hatan adat masih
versi negarn. Kasos di Kasepuhan Ka-
rang hanwalah puncak gunung cs dard
recalitas cdilermas masyarakat adat di In-
donesia

Secars teoretis, masih bedanjulnys
krisis struktural di masyvarakat adat ber-
akoar dlani kegagaban me ngawinkan peng-
akuan Crecognition) don pendistribusion
kernbuali Creckistribad fon) unluk mencspai
keadilan sosial (Fraser & Honneth.
@) Kelemahan al dari kebijakan
pengakuan saat ind adalah watak "peng-
akuan Lanps redistribusi®. Negars so-
keador mcmberikon pengoakoaan identitas
kultural secara administratif, betapi gapl
mengoreks] ketinpangan struktural ag-
rrid dlan sejarah panjang persmpasn
mang hidup rakyat.

Terdapat tiga titik buta dar kehijakan
pengakuan sctengah hat ind. Pertaoma
pemindahan heban, Negara mengalih-
kan biaya dan tenoga kerja untuk per
limdungn lingkungan kepada komuni-
tas adat, tanpa memberikan kountungan
ekonomi yvang adil dan berdaulat edari
pemaniaatan sumber daya terscbut.

Kedua, hoemogenisasi kelembagaan,
Keragaman  pranata kebuodasvaan lokal
dipaksa masuk ke dalam kotak-kotak
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organisasi administratif vang standar
dardisetujui negara, vang mengikis nu-
artsa dan kearitan lokal.

Eetiga ketimpangan internal. Peng-
akuan formal yvang mengabaikan dina-
mika politik Tokal menyuburkan elite
adat baru, meninggalkan kelompok ren-
tan, seperti perempuan sdal, buroh tani,
dan petoni tal bertanah, tanpa akscs
vang adil lerhadap sumber dava k-
munal vong bart diaki

Kedaulatan agraria adat

Unituk keluar daci jebakan kansenoasi
diny pongokuan sem ing dibutuhkon
transformasi paradigmas dar selosdar
melihat lahan sebagal "petak-petak bu-
tan  lerisolasi” yang diberikan sediam
bersyorat oleh negara menjadi upoyva
perlindungan wilayah kelola adat (oe-
cestral  dormaine) schagal  joringan so-
sit-wkashisgis historis yang dikembalilan
secara bl

Fenpakusn hukum tidak selalu meng-
ubah struktur penguasaan agraria yang
timpang Maka, politik pengakoan mesti
tersambung dan diintegrasikan dengan
agenda reforma sfraria bersendikan U
Pokok Agraria Nemor 5 Tabun 1060,
Salah satu caranya adalah dengan me-
nempatkan butan adat scbagai tanah
ulayal yang tidak perlu divhah dulu
statusnva menjadi tanaly negara, tetapi
Tanygsun g clisershkan haknya kepoda ma-
symrakat adat.

Limtuk mewnjudkan kedaubatan ag-
raria adat, perlu ditopang cmpat pilar
Pertama, jaminan keadilan antargene-
rasi, yvakni mengoreksi  ketimpangan
struktur agraria untuk memastikan ke-
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adilan bagi kelompok rentan dan ge-

nerasi muds, Kedus, perlindungan
hak. Melampaui metrik  Ffsik
tutupan  konept hutan untuk
melindungi bak komunal atas
selurily ruang hidup. bukan se-
mala womna rimba.

Ketiga, sistem produksi, Me-
lindungi praktik pertanian Lra-
disional. misiatif kemoditas lo-
kal. dan koperasi. Keempal,
perlindungan ekosistem. Men-
joam funpsi konservasi alam
melalui  pengetohuan  ekologi
Lraclisional bukan melalui pak-
BRI TR

Filar-pilar ini bisa tlerjadi
jika pembongkaran dan de-
kolonisasi ilmu pengelahu-
an kehutanan dan konser-

vasi klasik dengan mengaru-
sutamakan L]m]op: polLle don
sominlogi ayraria. Gugatan ini vang
mestinya menjadi dasar pcn}'vd.la.m ka-
jian ilmich kritis trans
meruntubkan klaim sep
kawasan hutan vang kerap mengeksklosi
masvarakat adat dan kemunitas lokal,

Barrilasarkan pilar sosiologis lersebul,
ponting bogi para pemanglm kebijakon
di Indonesia menghentikan slandardi-
sasi regulasi selktoral dengan cara me-
ninggalkan pendekatan serba seragam.
Maka, semestinya  disusun 1{',0.;11[.151
pengakuan yany kontekstual, fleksi
dan menghorimati kevagaman adat
sunbard. Mengdeser model kanser
koersit moenuju pere1icaiiaall ruate par-
tisipatil dan demokratis dengan me-
limpahkon wewenang politik secara pe-
nuh substantif kepads masyarakat adat
untuk mcorancang  zononsi  wilayoluva
senuliri.

Untuk i, diperiukan reoricntasi ge-
rakan adal yvang mengfeser fokus ad-
wvokasi dard sekadar metnmiut legadisasi
administralil ke arsh redistribusi hak
dan transter wewenang penub g | da-
b memastikan leraujudnya
di masyarakat adat. Membangu
ulatun ekonomi kolektif agar kumuni:ae:
adat sctelah pengaktuan memiliki dava
Cawar tinggs terbadap penetrasi korpora-
sl Selain i, diperlukon pula upava
serins uniuk  membanto masvarakat
adat mendokumentasikan dan visibilitas
pengetahian ekologi Tokalnya,

Drengan demikion, krisis struktural
masyarakat adat dan kri sasial-eko-
Jogis vang mcndera Indonesia scharang
tidak akan permab selessi jika terus
dijawaly semata dengan pengakuan ad
ministratif kosmetik, haik melsloi ke-
bijakan pengadooan hutan adat maupun
UL Masyarakat Adat, Sebab, rekognisi
tanpa redistribusi akan menjauhkan ta-
Juan keadilan sosial-ekologi.
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